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REGISTER KEBERATAN PPID PELAKSANA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
PERIODE TRIWULAN | (JANUARI - MARET) TAHUN 2026

Alasan Pengajuan .
Hari dan
Nomor S fendaitaran P Kelgesratar:: UU | Keputusan Tanggal Ni";:i:ian
No Tgl Nama* Alamat* o Pekerjaan Permintaan Informasi yang Diminta | Tujuan Penggunaan Informasi (Bazd ava P! Pemberian Tanggapan Pemohon Informasi
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Informasi Publik Tanggapan atas
PPID
a|b|c|d|e|f|g Keberatan
JANUARI 2026
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FEBRUARI 2026
- [ NHL [ NIHIL NIHL [ NHL | NIHIL NIHIL [ NIHIL NIHIL [-T-T-T-T-T-T-T NHIL ] NIHIL [ NHL ] NIHIL
MARET 2026
- | NHL [ NHIL NHL | NHL [ NIHIL NIHIL [ NIHIL [ NIHIL [-T-T-T-T-T-T-1T NHL ] NIHIL [ NHL ] NIHIL
Keterangan
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Identitas Pemohon dirahasiakan, disimpan di Arsip PPID

Alasan Pengajuan Keberatan

penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

tidak ditanggapinya permintaan informasi

permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
tidak dipenuhinya permintaan informasi
pengenaan biaya yang tidak wajar

penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Jakarta, 1 April 2026

Mengetahui,

PPID Pelaksana Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Andriana Krisnawati
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